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RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4
Ayat 2 atas Hak Tanggungan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Jember; Ristika Arum, 150903101013; 2018; 107 halaman; Program Studi Diploma
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan ada yang bersifat final dan

ada yang bersifat tidak final. Salah satu pajak yang bersifat final adalah pajak

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pengenaan pajak penghasilan final 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember dikenakan berdasarkan alur lelang. Biasanya yang melakukan pengajuan

permohonan lelang adalah pihak kreditor (Bank Konvensional, Koperasi, Bank

Perkreditan Rakyat) selaku pemberi pinjaman, dalam pemberian peminjaman

biasanya dilakukan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok

yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian

pemberian jaminan oleh pihak debitur. Jaminan tersebut berupa barang tidak bergerak

seperti tanah dan/atau bangunan. Tanah sendiri sering digunakan sebagai jaminan

atau biasa disebut sebagai hak tanggungan. Jaminan yang berupa hak tanggungan ini

diberikan melalui pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT). Apabila seorang debitur sebagai pemberi hak tanggungan cidera

janji (wanprestasi) maka akan dilakukan eksekusi jaminan atas hak tanggungan

tersebut melalui proses lelang.

Proses tersebut diawali dari penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Penghitungan tersebut dikenakan tarif sebesar 2,5% berdasarkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas pengalihan hak

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


viii

atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau

bangunan beserta perubahannya. Selanjutnya untuk proses pembayaran dan

penyetoran dilakukan dengan menggunakan billing system atau yang biasa disebut

dengan e-billing. Setelah proses e-billing akan mendapatkan kode billing yang

digunakan untuk membayar pajak terutang ke bank atau pos persepsi. Setelah

pembayaran akan mendapatkan kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang

digunakan untuk pelaporan pajak yang sudah dibayar pada bank atau pos persepsi.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0780/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang setiap

tahunnya berusaha untuk meningkatkan pembangunan. Perkembangan pembangunan

saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk dapat

mencapai tujuan tersebut diperlukan pendanaan, dimana pendanaan diperoleh dari

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang

dipaparkan oleh www.kemenkeu.go.id [diakses pada 16 Februari 2018], jumlah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yaitu sebesar Rp

1.894,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1

triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun, dan

penerimaan hibah sebesar Rp1,2 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa 85%

sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari sektor

pajak.

Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dimaksudkan bahwa pajak tidak

memberi imbalan yang dirasa langsung oleh masyarakat seperti pembagian sembako

ataupun uang, melainkan berupa anggaran untuk perbaikan maupun pembangunan

infrastruktur, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, transfer ke daerah dan dana

desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan ada beberapa jenis pajak yang dapat dipungut dan dipotong

oleh pemerintah diantaranya pajak bumi dan/atau bangunan (PBB), pajak

pertambahan nilai (PPN), bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan/atau
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bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh). Selain itu, terdapat Pajak Daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau

Kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82).

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016:163), adalah pengenaan pajak

terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh

dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak

Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai

pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang

Pajak Penghasilan (PPh), subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan

disebut sebagai Wajib Pajak. Salah satu yang termasuk Pajak Penghasilan adalah

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau yang biasa disebut dengan PPh final.

Menurut Pohan (2014:370), Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat

final artinya bahwa setelah pelunasan kewajiban perpajakan telah selesai dan

penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis

pajak lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak Penghasilan

Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan, yaitu

bunga deposito, bunga tabungan, bunga obligasi, bunga dari tabungan yang

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, hadiah berupa lotere atau

undian, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan

di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan mitra perusahaan yang diterima

oleh perusahaan modal usaha, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah

dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, sewa atas tanah dan/atau

bangunan dan pendapatan tertentu lainnya seperti pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu segala kegiatan yang

menyebabkan berpindahnya hak atas tanah dan atau bangunan dari satu pihak ke

pihak lain. Dalam perpindahan pengalihan ini ada sebuah jaminan yang disebut hak

tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Proses pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan ini dilaksanakan melalui proses lelang. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang

adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara

tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga

tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,

merupakan salah satu badan atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan proses lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Jember adalah instansi yang berada pada naungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya. Wilayah kerja Kantor Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi 5 (lima) Kabupaten yaitu Jember,

Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo. Salah satu pendapatan

terbesar pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

berasal dari lelang. Menurut kepala seksi Lelang yang sering ditangani adalah

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak

penghasilan pasal 4 ayat 2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2016 tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan sebesar 2,5% dari harga pokok lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Jember melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat

2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui bank atau pos persepsi

yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, kemudian untuk penyetorkan pajak

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan

mengunakan billing system atau yang biasa disebut e-billing.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengenaan

pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hak tanggungan dari pengalihan hak atas tanah

dan bangunan. Maka akan dibuat Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata dengan

judul “Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
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Pasal 4 Ayat 2 atas Hak Tanggungan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan

masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Hak Tanggungan dari Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Prosedur

Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Hak

Tanggungan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat dari praktek kerja nyata yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

1) Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya

tentang prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hak tanggungan dari pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

2) Menjadikan sarana penerapan teori-teori yang diperoleh selama di

perkuliahan dengan perolehan di lapangan kerja, sehingga dapat

meningkatkan keahlian dalam bidang perpajakan;
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3) Menjadikan sarana latihan kerja dalam menghadapi dunia kerja dengan

dibekali pengalaman dan pengetahuan saat Praktek Kerja Nyata.

b. Bagi Universitas Jember

1) Mempererat hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas

Jember dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Jember;

2) Menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai

perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember,

khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan.

c. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Memberikan informasi dan referensi ilmu tentang prosedur

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2

atas hak tanggungan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap

kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara

pasti dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Mulyadi (2008:5), prosedur adalah

suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen

atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap

transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo

(2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat saya simpulkan bahwa Pajak merupakan iuran

wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah

Daerah maupun Pemerintah Pusat, dan diatur berdasarkan undang-undang yang

bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari

pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk

kepentingan umum dalam bidang ekonomi dan sosial.
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2.2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:12), pengertian subjek pajak dan wajib pajak

adalah:

a) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;

b) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak terutang, termasuk pemotongan dan pemungutan pajak

tertentu.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016:7), dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkalan atau berdasarkan pada

subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri

atas:

(a)Pajak Propinsi

Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan

dan pajak rokok.

(b)Pajak Kabupaten atau Kota

Contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,

pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan.
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2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Halim, dkk (2014:6)

sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

1) Stelsel nyata (Riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang

sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan

pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya

telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan

lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir

periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan,

tanpa harus menunggu akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh

pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun. Kelemahannya adalah pajak

yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau

tidak realistis.

3) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada

awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan kembali

berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata

lebih besar dari pada pajak stelsel anggapan, maka wajib pajak harus

menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil
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dari pada stelsel anggapan, maka kelebihannya dapat diminta kembali

(restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

1) Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak

berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya.

Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik

penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib

pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di

Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan Kebangsaan suatu negara.

Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri Official

Assesment System:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus;

b) Wajib pajak bersifat pasif; dan
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c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus di bayar.

3) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk

menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Menurut Halim, dkk

(2014:8) ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang

menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang

tetap. Misalnya, bea meterai untuk cek dan bilyet giro berapa pun jumlahnya

dikenakan bea meterai yang sama, yaitu sebesar Rp3.000.

b. Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif sebanding (proporsional) yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar

selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan

dikenakan. Misalnya, PPN dengan tarif 10% dikenakan terhadap penyerahan

suatu barang kena pajak. Dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin

besar dengan tarif persentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak

menjadi lebih besar.
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c. Tarif Progresif

Tarif progresif yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik)

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh:

tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Lapisan tarif progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
di atas Rp 500.000.000,00 30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Dilihat dari kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif,

yaitu:

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif (menurun), yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:70) adalah pajak yang dikenakan

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun

pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam

Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula

dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak

subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
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2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1) orang pribadi;

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

3) badan; dan

4) bentuk usaha tetap, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang

perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

b. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak

luar negeri.

1) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi

yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai

niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

(2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah; dan

(4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional

negara; dan
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c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan

yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri adalah:

a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1) tempat kedudukan manajemen;

2) cabang perusahaan;

3) kantor perwakilan;

4) gedung kantor;

5) pabrik;

6) bengkel;

7) gudang;
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8) ruang untuk promosi dan penjualan;

9) pertambangan dan penggalian sumber alam;

10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan;

14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas;

15) agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia; dan

16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk

menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

d. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan pasal 3 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
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c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama

dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan

lainnya;
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3) keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama

dan dalam bentuk apa pun;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau

permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;
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o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. surplus Bank Indonesia.

2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan,yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu:

a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan

yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan

kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

c. warisan;

d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
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e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib

Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan

norma penghitungan khusus (deemed profit);

f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa;

g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

dari jumlah modal yang disetor;

h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai;

i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi

kolektif;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
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1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

m. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

n. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

o. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Halim, dkk (2014:303) pajak penghasilan bersifat final adalah pajak

penghasilan yang tidak dapat di kreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan

terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh

(Direktorat Jenderal Pajak, 2009), pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. Penghasilan berupa hadiah undian;

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham saham atau
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pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima

oleh perusahaan modal ventura;

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,

usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau

bangunan;

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan

pemerintah.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan

Menurut Resmi (2014:162) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah,

atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.

b. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,

penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan

pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk

kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

c. Penjualan, tukar-menukar, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang

disepakati kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

2.5.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan

a. Subjek  Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan

Menurut Halim, dkk (2014:310) yang menjadi subjek dalam pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang

memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22

b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan

Menurut Halim, dkk (2014:310) yang termasuk objek pajak dalam

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu penghasilan yang

diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

2.5.2 Dikecualikan dari Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan

Menurut Halim, dkk (2014:310) berikut ini adalah subjek pajak yang di

kecualikan dari pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:

a. Pihak-pihak yang diberikan penerbitan surat keterangan bebas meliputi

berikut:

1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah

bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp

60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

2) Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh kementrian keuangan, sepanjang

hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3) Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau

badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang hibah

tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,

atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan;
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4) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan

warisan.

b. Pihak-pihak yang diberikan secara langsung tanpa penerbitan surat

keterangan bebas:

1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan

dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah

guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang

memerlukan persyaratan khusus;

2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta

Perubahannya, besarnya tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan, yaitu:

a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh

wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan;

b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang

dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan; atau

c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada

pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari
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pemerintah, atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan

khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum.

2.6 Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah

Hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, yang

selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu

terhadap kreditor-kreditor lain.

2.6.1 Subjek Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,

menyebutkan bahwa yang menjadi subjek hak tanggungan, adalah:

a. Pemberi hak tanggungan

Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek

hak tanggungan yang bersangkutan.

b. Pemegang hak tanggungan

Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum

yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.
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2.6.2 Objek Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,

menyebutkan bahwa yang menjadi objek hak tanggungan adalah:

a. Hak milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada

pihak lain.

b. Hak guna usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara, Hak guna usaha dapat diberikan untuk waktu paling

lama 25 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan

perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu

paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan tertentu yang memerlukan waktu

yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk paling lama 35 tahun,

guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha

diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan

bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang

layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

c. Hak guna bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka

waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan

mengingat keperluan serta keadaan bangunan bangunannya, jangka waktu

tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20

tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
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d. Hak pakai atas tanah negara

Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib di

daftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani

hak tanggungan.
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Diploma III

Perpajakan guna menyusun laporan tugas akhir serta merupakan salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya Program Sudi Diploma III

Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi

pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan

syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata

dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua

Program Studi dan Ketua Jurusan. Dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini

mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori serta ilmu-ilmu yang telah diperoleh

mahasiswa selama di bangku perkuliahan.

3.1.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor

344A, Patrang, Jember pada bagian Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Hukum dan

Informasi, dan Seksi Kepatuhan Internal.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Jember dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 6 April

2018 sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Fakultas. Adapun kegiatan Praktek

Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu:
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Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Hari Kerja Jam Kerja
Senin s.d. Kamis 07.30-17.00 WIB

Jumat 07.30-17.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember (2018)

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dibuat Laporan Tugas Akhir oleh

penulis dengan judul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Hak Tanggungan dari Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada

beberapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya:

a. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,

pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta

verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan

pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan

pengolahan data di bidang lelang. Pada seksi ini penulis mencatat surat masuk

permohonan lelang dan membuat salinan risalah lelang.

b. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi hukum dan informasi mempunyai tugas seperti menyiapkan konsep

standar registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang Negara, pencatatan

surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan

bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan

lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Pada seksi ini penulis melakukan rekap data pasca lelang.
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c. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,

pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan

tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan

proses bisnis.

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember setiap harinya dimulai pukul 07.30

WIB. Berikut ini merupakan rincian dari kegiatan selama praktek kerja nyata, yaitu:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada KPKNL Jember

Waktu
Pelaksanaan dan

Penanggung
Jawab

Jenis Kegiatan Hasil Kegiatan

(a) (b) (c)
Senin, 26 Februari
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Rahmat dan Bapak
Aan

a. Diterima di kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember dan ditempatkan di
bagian Kepatuhan Internal;

b. Menemui bapak Aan selaku kepala
seksi Kepatuhan Internal dan
berdiskusi mengenai bagian
Kepatuhan Internal.

a. Melaksanakan Kegiatan
Praktek Kerja Nyata;

b. Mengetahui tugas dan
fungsi seksi Kepatuhan
Internal.

Selasa, 27
Februari 2018

Penanggung
Jawab: Bapak Eka

a. Mengarsipkan surat masuk tahun
2017 pada seksi Kepatuhan Internal;

b. Melakukan pengecekan Indikator
Kinerja Utama (IKU) bagian Umum
tahun 2017.

a. Mengetahui surat masuk
pada seksi Kepatuhan
Internal;

b. Mengetahui Indikator
Kinerja Utama pada bagian
Umum.

Rabu, 28 Februari
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Eka

Melakukan pengecekan Indikator
Kinerja Utama (IKU) bagian seksi
Kepatuhan Internal dan seksi
Pengelolaan Kekayaan Negara tahun
2017.

Mengetahui Indikator Kinerja
Utama pada bagian seksi
Kepatuhan Internal dan seksi
Pengelolaan Kekayaan
Negara.
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(a) (b) (c)
Kamis, 1 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Eka

Melakukan pengecekan Indikator
Kinerja Utama (IKU) bagian seksi
Hukum dan Informasi dan seksi
Pelayanan Penilaian tahun 2017.

Mengetahui Indikator Kinerja
Utama pada bagian seksi
Hukum dan Inormasi dan
seksi Pelayanan Penilaian.

Jum’at, 2 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Hendra

Mengarsipkan laporan hasil reval tim
Bapak Hendra.

Mengetahui laporan hasil
reval.

Senin, 5 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Eka

Melakukan pengecekan Indikator
Kinerja Utama (IKU) bagian seksi
Pelayanan Lelang dan Piutang Negara
tahun 2017.

Mengetahui Indikator Kinerja
Utama pada bagian seksi
Pelayanan Lelang dan
Piutang Negara.

Selasa, 6 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

Pengecekan penghitungan PPh Pasal 4
Ayat 2.

Mengetahui penghitungan
PPh Pasal 4 Ayat 2.

Rabu, 7 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Aan

a. Input presentase capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) tahun 2017
pada Microsoft Excel;

b. Merekap capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) tahun 2015-2017.

a. Mengetahui presentase
capaian Indikator Kinerja
Utama;

b. Mengetahui pencapian
Indikator Kinerja Utama
tahun 2015-2017

Kamis, 8 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Hendra

Mengikuti perjalanan dinas ke MAN 3
Probolinggo untuk penilaian Barang
Milik Negara (BMN).

Mengetahui penilaian Barang
Milik Negara (BMN) pada
MAN 3 Probolinggo.

Jum’at, 9 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

a. Mengisi formulir pasca lelang;

b. Membatu Bendahara Penerimaan
membuat rekapitulasi pengembalian
uang jaminan.

a. Mengetahui pengisian
formulir pasca lelang;

b. Mengetahui rekapitulasi
pengembalian uang
jaminan.

Senin, 12 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

Membuat kuitansi pelunasan atas
pembelian lelang eksekusi.

Mengetahui kuitansi
pelunasan atas pembelian
lelang.
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(a) (b) (c)
Selasa, 13 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

Pengecekan penghitungan PPh Pasal 4
Ayat 2.

Mengetahui penghitungan
PPh Pasal 4 Ayat 2.

Rabu, 14 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

Mengarsipkan berkas dokumen
transaksi terkait PPh Pasal 4 Ayat 2.

Mengetahui dokumen
transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2.

Kamis, 15 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Abu

Melakukan rekap data informasi
pengawasan dan pengendalian BMN.

Mengetahui informasi
pengendalian BMN.

Jum’at, 16 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Abu

Mengecek kelengkapan dokumen reval
pada saat ada sosialisasi satuan kerja.

Mengetahui kelengkapan
dokumen reval.

Senin, 19 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Hendra

Mengikuti perjalanan dinas ke
Kementerian Agama Kabupaten
Situbondo untuk penilaian Barang
Milik Negara (BMN).

Mengetahui penilaian Barang
Milik Negara (BMN) pada
Kementerian Agama
Kabupaten Situbondo.

Selasa, 20 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Sony

Membuat surat perjalanan dinas satuan
kerja tahun 2017.

Mengetahui pembuatan surat
perjalanan dinas.

Rabu, 21 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Sony

Melakukan pengecekan dokumen
kelengkapan pada surat perjalanan
dinas satuan kerja tahun 2017.

Mengetahui kelengkapan
dokumen perjalanan dinas.

Kamis, 22 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Agus

a. Mencatat dan mengarsipkan surat
permohonan lelang;

b. Berdiskusi dengan bapak Agus
mengenai proses lelang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

a. Mengetahui pencatatan
dokumen permohonan
lelang;

b. Mengetahui proses lelang
atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan.
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(a) (b) (c)
Jum’at, 23 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Hendra

Mengarsipkan laporan hasil reval tim
Bapak Hendra;

Mengetahui laporan hasil
reval;

Senin, 26 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Hendra

Input objek  penilaian (Barang Milik
Negara) BMN oleh tim Bapak Hendra
pada Microsoft Exel.

Mengetahui objek penilaian
(Barang Milik Negara) BMN.

Selasa, 27 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

a. Mengisi formulir pasca lelang;

b. Membatu Bendahara Penerimaan
membuat rekapitulasi pengembalian
uang jaminan.

a. Mengetahui pengisian
formulir pasca lelang;

b. Mengetahui rekapitulasi
pengembalian uang
jaminan.

Rabu, 28 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

Pengecekan penghitungan PPh Pasal 4
Ayat 2.

Mengetahui penghitungan
PPh Pasal 4 Ayat 2.

Kamis, 29 Maret
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

Mengarsipkan berkas dokumen
transaksi terkait PPh Pasal 4 Ayat 2.

Mengetahui dokumen
transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2.

Jum’at, 30 Maret
2018

Libur Libur

Senin, 2 April
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Aan

a. Menyebarkan nota dinas mengenai
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2018;

b. Mengarsipkan nota dinas keluar.

a. Mengetahui nota dinas
mengenai Indikator Kinerja
Utama (IKU);
b. Mengetahui nota dinas
keluar.

Selasa, 3 April
2018

Penanggung
Jawab: Bapak Aan

Melenkapi dan mengarsipkan Manual
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun
2018.

Mengetahui Indikator Kinerja
Utama (IKU) seluruh
pegawai.

Rabu, 4 April
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Vero

Melengkapi dokumen yang dibutuhkan
untuk laporan tugas akhir.

Mendapatkan dokumen yang
dibutuhkan untuk laporan
tugas akhir.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


33

(a) (b) (c)
Kamis, 5 April
2018

Penanggung
Jawab: Bapak
Sony

a. Input laporan gaji pegawai honorer
pada aplikasi SAKTI;

b. Mengarsipkan dokumen surat
perjalanan dinas.

a. Mengetahui pelaporan gaji
pegawai honorer melalui
aplikasi sakti;

b. Mengetahui dokumen surat
perjalanan dinas.

Jum’at, 6 April
2018

Penanggung
Jawab: Ibu Nuri

Perpisahan dengan Kepala Kantor dan
seluruh pegawai Kantor karena telah
berakhir masa Praktek Kerja Nyata.

Berpamitan karena telah
berakhir masa Praktek Kerja
Nyata.

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember (2018)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan praktek kerja nyata ini adalah data

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau

bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti setor pajak

yang akan dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah

sebagai berikut:

a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam bentuk informasi yang

bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan berupa

wawancara dengan bendahara penerimaan dan pejabat lelang. Data primer

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan

penelitian.

b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
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tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak

dipublikasikan). Sumber data sekunder seperti undang-undang, peraturan

menteri keuangan, peraturan pemerintah, buku, dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja

Nyata ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui

tanya jawab dengan narasumber yaitu Bapak Achmad Soni selaku pejabat

lelang dan Ibu Vero selaku bendahara penerimaan pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,

internet, majalah, dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek

Kerja Nyata. Dalam hal ini penulis menggunakan undang-undang, peraturan

menteri keuangan, peraturan pemerintah, buku perpajakan dan internet.

c. Pengamatan/Observasi

Observasi yang dilakukan penulis pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini

yaitu mengobservasi data-data pemohon lelang.
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tentang Prosedur Penghitungan,

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Hak Tanggungan

dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

a. Sistem pemungutan pajak pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jember dilakukan dengan withholding system di mana

KPKNL selaku pihak ketiga mempunyai wewenang untuk memotong dan

memungut pajak yang terutang;

b. Penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hak tanggungan dikenakan

tarif sebesar 2,5% dari harga pokok lelang atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Jember. Penghitungan tarif tersebut sudah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta

Perubahannya;

c. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Jember menggunakan billing system yang sudah sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261 Tahun 2016 tentang tata cara

penyetoran, pelaporan, dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian

pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya;
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d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Jember berupa Surat Setoran Pajak (SSP).

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Hak Tanggungan dari Pengalihan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, maka penulis memberikan saran yaitu:

Prosedur kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember diharapkan untuk mengikuti

peraturan dan selalu memperbarui informasi perpajakan dalam mengedukasi dan

meningkatkan wawasan pihak internal kantor. Yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan perpajakan agar kedepannya tidak mengalami kesulitan ataupun

menjadi masalah.
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Lampiran 2. Surat Balasan Instansi 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
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Lampiran 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
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Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996. Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah 
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Lampiran 11. Peraturan Menteri Keuangan  Republik Indonesia Nomor 

261/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, 

dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah 

dan/atau Bangunan 
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Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
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Lampiran 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 

Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya 
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Lampiran 14. Transkrip Wawancara 

Transkrip Wawancara 

Nama Narasumber : Bapak Achmad Soni (Pejabat Lelang) dan Ibu Veronica Maria 

Antoinette (Bendahara Penerima) 

Hari, Tanggal  : Selasa, 20 Maret 2018 

Jam    :16.00 – 16.20 WIB 

Tempat Wawancara : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember 

Topik Wawancara : Prosedur Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

 

Pewawancara : Selamat siang Bu Vero dan Pak Soni, Mohon maaf mengganggu. 

Narasumber : Siang juga. 

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan  

beberapa hal terkait prosedur pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. 

Narasumber : Ya boleh silahkan 

Pewawancara : Jadi gini pak, kegiatan yang dilakukan di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan ini kan ya, itu bagaimana ya pak 

prosesnya? 

Narasumber : kebanyakan mbak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 
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diajukan oleh pikah kreditur seperti bank konvernsiaonl,koperasi, dan 

bank penkreditan rakyat, pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan 

ini dilakukan berdasarkan proses lelang. Jadi disini pihak kreditur 

selaku pemohon lelang. Jadi di dalam proses lelang ada peserta lelang 

yang daftar untuk mengikuti lelang dengan menyerahkan uang 

jaminan yang disetorkan kepada bendahara penerima KPKNL Jember 

sebagai syarat menjadi peserta lelang, setelah itu dilakukan 

pengumuman lelang, yang uang jaminan tertinggi maka dinyatakan 

sebagai pemenang lelang. 

Pewawancara : Setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang lalu apa lagi pak yang 

harus dilakukan? 

Narasumber : Ya langsung ke bendahara penerimaan. Ini contohnya diambil dari 

KSP Jajag Agung Banyuwangi, jadi setelah pokok lelang ditetapkan 

sebesar Rp 105.000.000,00 kemudian peserta menerima rincian 

penerimaan hasil bersih lelang. Perincian penerimaan uang hasil lelang 

tersebut terdiri dari bea lelang penjual, PPh Final, hasil bersih lelang. 

Nah, jadi kewajiban dari pembeli terkait pelaksanaan lelang dari 

pokok lelang sebesar Rp 105.000.000,00 tersebut, dia masih dikenakan 

bea lelang pembeli sebesar Rp 2.100.000,00 (2%*Rp 105.000.000,00) 

dan PPh Final sebesar Rp 2.625.000,00 (2,5%*Rp 105.000.000,00) 

maka diperoleh hasil bersih lelang sebesar Rp 100.275.000,00. 

Kemudia rincian hasil lelangakan disetorkan ke kas negara dengan 

menggunakan formulir SSP dan SSBP oleh bendahara penerima. 

Pewawancara : Berarti di sini Ibu Vero selaku bendahara penerimaan menyerahkan 

SSP ini ke bank sebagai bukti setoran dan untuk di validasi oleh bank 

gitu ya bu, tapi di sini ibu kan sudah menggunakan billing ya, untuk id 
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billing siapa yang membuat terus fungsi dari SSP ini apa Bu kan ibu 

sudah memakai billing?  

Narasumber : Saya selaku bendahara penerimaan yang membuat kode billing ini, 

nomor billing akan keluar dari aplikasi. Terus lemabaran cetakan kode 

billing akan dicetak dan dibawa di bank untuk di validasi dan 

dibayarkan pajaknya. Nah untuk SSPnya ini akan di serahkan ke 

pembeli sebagai bukti pembayaran namun sebelumnya SSP ini akan di 

validasi ke bank dulu. 

Pewawancara : Setelah penyetoran selesai prosedur pelaporannya bagaimana ya bu ? 

Narasumber : Ya, SSP itu mbak sudah otomatis termasuk pelaporan pajaknya. 

Pewawancara : Ya sudah bu, pak. Saya kira cukup bu, terimakasih. 

Narasumber : Iya, sama-sama. 
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Lampiran 15. Pengumuman Lelang 
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Lampiran 16. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 
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Lampiran 17. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 
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Lampiran 18. Rincian Penerimaan Uang Hasil Lelang 
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Lampiran 19. Kuitansi 
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Lampiran 20. Rincian Pengeluaran Uang Hasil Lelang Kepada yang Berhak 
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